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KA                                         KATA PENGANTAR        

 

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan 

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Balai Besar 

Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM)  di Makassar sebagai 

salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM, perlu menyusun 

Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas 

semua kinerja di BBPOM di Makassar yang telah dilakukan untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja 

BBPOM di Makassar Tahun 2017. 

Di tahun 2017, Balai Besar POM di Makassar telah berupaya meningkatkan kinerja 

pengawasan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari obat dan 

makanan yang berisiko terhadap kesehatan dan mendukung peningkatan daya saing 

obat dan makanan sebagaimana visi Badan POM yang telah ditetapkan. 

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Makassar Tahun 2017 ini menggambarkan 

capaian kinerja tahun 2017 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan di awal 

tahun, beserta analisisnya. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam 

pencapaian target tahun 2017, akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan 

kinerja tahun berikutnya. 

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja ini dapat menjadi media 

pertanggungjawaban Balai Besar POM di Makassar dan dapat memberikan manfaat 

bagi peningkatan kinerja Badan POM ke depan. 

 

Makassar,  Februari 2018 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

Balai Besar POM di Makassar sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan 

POM memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja, sebagaimana yang diamanatkan 

dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah, sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan 

akuntabilitas. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja 

kepada Kepala Balai Besar POM di Makassar, di samping sebagai sarana evaluasi atas 

pencapaian kinerja Balai Besar POM di Makassar dan upaya untuk memperbaiki kinerja 

di masa mendatang. 

Secara umum, dalam tahun 2017 BBPOM di Makassar telah mencapai target 

kinerja. Dari 3 sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra 2015-2019, 2 Sasaran 

strategis dinyatakan ñmemuaskanò yaitu dengan capaian > 100% untuk sasaran 

strategis Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan dan Meningkatnya 

kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi 

masyarakat. Sedangkan 1 sasaran strategis lainnya, yaitu Menguatnya Kualitas 

kapasitas kelembagaan Badan POM tercapai dengan kriteria ñcukupò. Pencapaian 

ketiga sasaran strategis ini diukur dengan 8 (delapan) indikator kinerja, yang 5 (lima) 

diantaranya merupakan indikator Kinerja Utama (IKU)Adanya reviu Renstra 2015-2019 

yang dilakukan pada tahun 2017 turut memberikan pengaruh pada persentase capaian 

kinerja tahun 2017. 

Pagu anggaran Balai Besar POM di Makassar sesuai dengan dokumen 

perjanjian kinerja Balai Besar POM di Makassar tahun 2017 adalah Rp 

41.050.832.000,00 (Empat puluh satu milyar Lima puluh juta delapan ratus tiga puluh 

dua ribu rupiah). Dari total anggaran, terealisasikan sebesar Rp 37.093.616.332,00 

(Tiga puluh milyar Sembilan puluh tiga juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus tiga 

puluh dua rupiah) atau 90,36%.  

Untuk mengatasi berbagai masalah yang masih ditemui dalam pengawasan 

obat dan makanan khususnya di wilayah pengawasan Balai Besar POM di Makassar 

dilakukan beberapa upaya diantaranya : 

1. Pemutakhiran kembali data sarana dan prasarana produksi, distribusi obat dan 

makanan, maupun pelayanan kesehatan yang ada di wilayah pengawasan Balai 

Besar POM di Makassar. 

2. Memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor terkait, dan  
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1.1  Gambaran Umum Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 14 Tahun 2014 Tentang 

Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat 

Dan Makanan, Balai Besar POM di Makassar yang merupakan salah satu Unit Pelaksana 

Teknis Badan POM RI di Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas pokok dan fungsi 

sebagai berikut : 

 

Tugas Pokok Fungsi 

Melaksanakan kebijakan 

di bidang pengawasan 

obat dan makanan, yang 

meliputi pengawasan atas 

produk terapetik, 

narkotika, psikotropika, 

zat adiktif, obat 

tradisional, kosmetik, 

produk komplemen serta 

pengawasan atas 

keamanan pangan dan 

bahan berbahaya. 

a. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat 

dan makanan;  

b. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, 

pengujian dan penilaian mutu produk terapetik, 

narkotika, psikotropika zat adiktif, obat tradisional, 

kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan 

berbahaya;  

c. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian 

dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi;  

d. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan 

contoh dan pemeriksaan sarana produksi dan 

distribusi;  

e. Investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran 

hukum;  

f. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan 

distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala BPOM  

g. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen;  

h. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan 

makanan;  

i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan 

kerumahtanggaan; dan  

j. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala 

BPOM, sesuai dengan bidang tugasnya. 

PENDAHULUAN 1 
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Tugas dan fungsi tersebut melekat pada Balai Besar POM di Makassar yang 

merupakan garda terdepan dalam hal perlindungan terhadap konsumen di Provinsi 

Sulawesi Selatan. Untuk itu Balai Besar POM di Makassar selalu berupaya untuk 

memenuhi harapan masyarakat sekaligus mampu melaksanakan tugas dan fungsinya 

untuk melindungi masyarakat dari produk obat dan makanan yang berisiko terhadap 

kesehatan. 

1.2 Struktur Organisasi 

 Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar/ Balai POM disusun berdasarkan 

Keputusan Kepala BPOM Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BPOM 

Nomor 14 Tahun 2014. 

 

Gambar 1.1 
Bagan Struktur Organisasi BBPOM di Makassar 
 
 
 
 

Kelompok Jabatan 

Fungsional 
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Berdasarkan dengan struktur organisasi yang ada pada Gambar 1.1, secara 

garis besar unit-unit kerja Balai Besar POM di Makassar dapat dikelompokkan sebagai 

berikut:  

¶ Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik 

dan Produk komplemen mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana 

dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan 

laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang produk terapetik,  narkotika, 

obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen  

¶ Bidang Pengujian Pangan dan bahan Berbahaya mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan 

pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang 

pangan dan bahan berbahaya 

¶ Bidang Pengujian Mikrobiologi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan 

rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan 

laboratorium, pengujian dan penilaian mutu secara mikrobiologi 

¶ Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan 

pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian dan pemeriksaan 

sarana produksi, distribusi dan instansi kesehatan serta penyidikan kasus 

pelanggaran hukum  di bidang produk terapetik, Terapetik, Narkotika, Obat 

Tradisional, Kosmetik, Produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya 

¶ Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen tugas melaksanakan 

penyusunanan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan 

pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu dan layanan 

informasi konsumen 

¶ Subbagian tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan 

administrasi di lingkungan Balai Besar POM di Makassar 

1.3 Aspek Strategis 

× Letak geografis Provinsi Sulawesi Selatan yang berada di tengah ï tengah 

kepulauan Indonesia, dengan Selat Makassar yang telah ditetapkan sebagai 

salah satu jalur pelayaran internasional, menjadikannya sebagai pintu gerbang 

Kawasan Timur Indonesia yang tidak pernah sepi dari aktifitas perdagangan baik 

domestik, maupun internasional. Kondisi ini menjadi poin penting peran Balai 

Besar POM di Makassar dalam melakukan pengawasan terhadap obat dan 

makanan yang beredar. Beberapa aspek penting yang menjadi fokus 

pengawasan Balai Besar POM di Makassar antara lain : 
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× Pusat perdagangan Obat dan Makanan di Wilayah Indonesia Timur 

× Komoditi yang banyak beredar di Sulawesi Selatan dan Barat berdasarkan 

jumlah dan nilai adalah Kosmetik yang Tanpa Ijin Edar dan atau mengandung 

Bahan Berbahaya,  

× Obat tertentu yang sudah dibatalkan izin edarnya masih ditemukan beredar di 

Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat  

× Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat merupakan daerah penghasil produk 

perikanan dan perkebunan khususnya produk kakao (berdasarkan Surat 

Keterangan Ekspor yang diterbitkan) jadi diperlukan pengawasan terhadap 

kontaminasi Bahan Berbahaya sebelum diolah dengan bersinergi dengan SKPD 

terkait. 

× Kompetensi Laboratorium BBPOM di Makassar sebagai Laboratorium unggulan 

untuk Pengujian Bioteknologi dan Laboratorium rujukan untuk pengujian Disolusi 

dan Bahan Tambahan Pangan untuk wilayah Indonesia Timur. 

1.4 Isu Strategis 

Pelaksanaan peran dan fungsi BBPOM di Makassar tersebut di atas telah 

diupayakan secara optimal sesuai dengan target hasil pencapaian kinerjanya. Namun 

demikian, upaya tersebut masih menyisakan permasalahan yang belum sepenuhnya 

sesuai dengan harapan masyarakat, antara lain: 

1. Proses distribusi produk yang semakin mudah ke wilayah Indonesia timur termasuk 

di dalamnya adalah produk illegal 

2. Banyaknya pelabuhan kecil termasuk di border area yang tidak dapat dikawal secara 

intensif oleh BBPOM di Makassar dan Bea Cukai 

3. Perdagangan bebas Obat dan Makanan illegal melalui media online 

4. Semakin banyak produsen peracik rumahan kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE) dan atau 

mengandung Bahan Berbahaya (BB) 

5. Maraknya penjualan kosmetik TIE dan atau mengandung BB secara Online 

6. Rendahnya pengetahuan produsen peracik rumahan kosmetik TIE dan atau 

mengandung Bahan Berbahaya (BB) 

7. Distribusi Obat tertentu tersebut disalurkan bukan oleh sarana yang berhak atau 

perorangan  

8. Proses penarikan dan pemusnahan produk tersebut kemungkinan tidak tuntas 

9. Belum sinerginya lintas sektor terkait dalam mengawasi produk perikanan. 

10. Keterbatasan jumlah peralatan pengujian utama untuk melakukan uji rujuk dan uji 

absah. 
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Dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas terdapat beberapa penyebab 

yang dianggap sangat krusial dan strategis bagi fungsi Balai Besar POM di Makassar 

dalam melakukan pembenahan di masa mendatang, sehingga diharapkan pencapaian 

kinerja berikutnya akan lebih optimal.  

Berdasarkan kondisi obyektif yang dipaparkan di atas, kapasitas Balai Besar 

POM di Makassar sebagai Institusi Pengawas  Obat dan Makanan di Sulawesi Selatan 

dan Sulawesi Barat  masih perlu terus dilakukan penguatan, baik secara kelembagaan 

maupun dari sisi manajemen sumber daya manusianya, agar pencapaian kinerja di masa 

datang semakin membaik dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat 

dan Makanan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang lebih ketat dan baik 

dalam menjaga keamanan, mutu serta khasiat/manfaat Obat dan Makanan tersebut, 

yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi 

pembangunan kesehatan masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 



 

 11  

 
                  Laporan Kinerja Balai Besar POM di Makassar 2017  

Visi 

 

2.1 Rencana Strategis 

Rencana Strategis Balai Besar POM di Makassar periode 2015-2019 telah 

mengacu pada Rancana Strategis Badan POM periode 2015-2019. Penyelasaran ini 

dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pencapaian Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. kondisi umum, potensi, 

permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai Besar POM di 

Makassar sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga Pengawasan Obat dan 

Makanan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dituntut untuk dapat menjamin keamanan, 

mutu, manfaat/khasiat Obat dan Makanan tersebut sesuai persyaratan yang telah 

ditetapkan. Untuk itu, Balai Besar POM di Makassar  telah menetapkan visi, misi dan 

tujuan serta sasarannya, yang sejalan dengan visi dan misi Badan POM. 

 

 
 
 
 
 

 

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan 

masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta 

diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejalan 

dengan itu, maka pengertian kata Aman dan Daya Saing adalah sebagai berikut:  

Aman  

Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui 

analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal 

mungkin dapat ditoleransi tidak membahayakan saat digunakan pada manusia. Dapat 

juga diartikan bahwa khasiat/manfaat Obat dan Makanan meyakinkan, keamanan 

memadai, dan mutunya terjamin.  

Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan 

Masyarakat dan Daya Saing Bangsa 
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Misi 

Daya Saing 

 Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang telah memenuhi standar, 

baik standar nasional maupun internasional, sehingga produk lokal unggul dalam 

menghadapi pesaing di masa depan. 

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi sebagai berikut : 

 

 

 

 

Meningkatkan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis resiko untuk 

melindungi masyarakat 

Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat 

dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.  

Meningkatkan kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Makassar  
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Misi Balai Besar POM di Makassar merupakan langkah utama yang disesuaikan 

dengan tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Makassar. Pengawasan pre- dan post-

market berstandar internasional didukung dengan perkuatan dari aspek laboratorium yang 

terakreditasi sesuai ISO:IEC 17025 tahun 2008 yang diterapkan dalam rangka memperkuat 

Balai Besar POM di Makassar menghadapi tantangan globalisasi. Dengan penjaminan mutu 

produk obat dan makanan yang konsisten, yaitu memenuhi standar aman, 

berkhasiat/bermanfaat dan bermutu, diharapkan Balai Besar POM di Makassar mampu 

melindungi masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan khususnya, dan Indonesia pada 

umumnya dengan optimal.  

 
Dari segi organisasi, perlu meningkatkan kualitas kinerja dengan tetap 

mempertahankan sistem manajemen mutu dan prinsip organisasi pembelajar (learning 

organization). Untuk mendukung itu, maka Balai Besar POM di Makassar perlu untuk 

memperkuat koordinasi internal dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta 

saling bertukar informasi (knowledge sharing) dengan pemangku kepentingan lainnya. Hal 

ini ditunjukkan dengan adanya beberapa kegiatan terpadu yang melibatkan instansi terkait 

pengawasan obat dan makanan baik pusat maupun daerah. 

Untuk mewujudkan visi, misi, serta menjalankan peta strategis tersebut, Balai Besar 

POM di Makassar telah menyusun sasaran strategis periode 2015-2019 dengan 

mempertimbangan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastuktur yang dimiliki. 

Sasaran strategis yang ditetapkan mengacu pada sasaran strategis Badan POM tahun 

2015-2019.  

 

SASARAN STRATEGIS 1 

______________________Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan  

 

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh Balai Besar POM di 

Makassar merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup pengawasan pre-market 

dan post-market. Pengawasan post-market dilakukan secara nasional dan terpadu, 

konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Balai Besar/Balai POM di 33 provinsi, 

termasuk Balai Besar POM di Makassar. 

Pengukuran terhadap sasaran strategis ini dilakukan dengan menggunakan 5 indikator, 

yang terdiri dari : 

1. Persentase obat yang memenuhi syarat, dengan target 94% pada akhir 2019,  

2. Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat, dengan target 84% pada akhir 

2019,  
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3. Persentase kosmetik yang memenuhi syarat, dengan target 93% pada akhir 2019,  

4. Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat, dengan target 83% pada akhir 

2019,  

5. Persentase makanan yang memenuhi syarat, dengan target 90,1% pada akhir 2019.  

Adapun defenisi operasional dari Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 adalah: 

Indikator Kinerja Defenisi Operasional 

Persentase Obat yang 
Memenuhi Syarat 

¶ Obat yang mendapat nomor izin edar (NIE) dari Badan POM 

¶ Yang dimaksud dengan obat adalah obat bebas, bebas 
terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika dan 
narkotika (termasuk Obat Tradisional) 

¶ Obat memenuhi syarat ditetapkan melalui hasil pengujian 
laboratorium 

¶ Kategori obat yang disampling sesuai dengan pedoman 
sampling obat dan makanan 

¶ Jumlah produk obat Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dihitung 
berdasarkan satuan bets 

 ¶  
Persentase Obat 
Tradisional yang 
Memenuhi Syarat 

¶ Obat Tradisional yang mendapat nomor izin edar (NIE) dari 
Badan POM 

¶ Obat Tradisional memenuhi syarat ditetapkan melalui hasil 
pengujian laboratorium 

¶ Kategori obat Tradisional yang disampling sesuai dengan 
pedoman sampling obat dan makanan 

Persentase Kosmetika 
yang Memenuhi Syarat 

¶ Kosmetika yang mendapat nomor izin edar (NIE) dari Badan 
POM 

¶ Kosmetika memenuhi syarat ditetapkan melalui hasil pengujian 
laboratorium 

¶ Kategori kosmetika yang disampling sesuai dengan pedoman 
sampling obat dan makanan 

Persentase Suplemen 
Kesehatan yang 
Memenuhi Syarat 

¶ Suplemen Kesehatan yang mendapat nomor izin edar (NIE) dari 
Badan POM 

¶ Suplemen Kesehatan memenuhi syarat ditetapkan melalui hasil 
pengujian laboratorium 

¶ Kategori Suplemen Kesehatan yang disampling sesuai dengan 
pedoman sampling obat dan makanan 

Persentase Makanan yang 
Memenuhi Syarat 

¶ Makanan yang mendapat nomor izin edar (NIE) dari Badan 
POM 

¶ Makanan memenuhi syarat ditetapkan melalui hasil pengujian 
laboratorium 

¶ Kategori Makanan yang disampling sesuai dengan pedoman 
sampling obat dan makanan 

 

 
 
 
 
 
 
SASARAN STRATEGIS 2 
______________________Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan 

pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat.  
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SASARAN STRATEGIS 2 
______________________Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan 

pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat.  

 

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan 

banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Untuk itu perlu dijalin suatu 

kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang baik.  

Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari 

pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi hingga produk tersebut dikonsumsi 

oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat 

dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, khasiat/ bermanfaat dan bermutu) melalui 

proses produksi yang sesuai dengan ketentuan.  

Tanpa meninggalkan tugas utama pengawasan, Balai Besar POM di Makassar 

berupaya memberikan dukungan kepada pelaku usaha untuk memperoleh kemudahan 

dalam usahanya yaitu dengan  advokasi dan edukasi secara kepada pelaku usaha serta 

pendampingan regulatory. Masing-masing bidang di Balai Besar POM di Makassar 

mempunyai upaya yang berbeda dalam memberikan dukungan regulatory, sesuai dengan 

tugas dan fungsi bidangnya.  

Kerjasama yang telah dilakukan oleh Balai Besar POM di Makassar belum dilakukan 

dengan program yang terukur dan sistematis. Oleh karena itu, salam rangka peningkatan 

kinerja maka Balai Besar POM di Makassar senantiasa melakukan evaluasi terhadap semua 

program dan kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung perencanaan kegiatan 

selanjutnya. Kerjasama dengan berbagai pihak termasuk masyarakat sangat strategis dalam 

menopang tugas pengawasan Obat dan Makanan yang menjadi mandat Balai Besar POM di 

Makassar.  

Untuk memastikan bahwa kerjasama ini bisa berjalan dengan baik dan 

berkelanjutan, maka harus disusun kesepakatan (MoU) yang mengikat kedua belah pihak 

dengan mengacu pada tujuan kerjasama yang telah disepakati termasuk mekanisme dan 

sistem monitoring dan evaluasi.  

Komunikasi yang efektif dengan mitra kerja di daerah merupakan hal yang wajib 

dilakukan, baik oleh Pusat maupun BB/Balai POM sebagai tindak lanjut hasil pengawasan. 

Untuk itu, Memasuki tahun kedua periode renstra BBPOM di Makassar perlu melakukan 

pertemuan koordinasi dengan dinas terkait, setidaknya dua kali dalam satu tahun. Hal ini 

diutamakan untuk pertemuan koordinasi dalam pengawalan obat dalam Jaminan Kesehatan 

Nasional.  
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Selain itu, terkait dengan subsistem pengawasan Obat dan Makanan oleh 

masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang 

memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di 

pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat 

harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang 

aman, BBPOM di Makassar melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui 

Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).  

 
Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, maka indikatornya 

sebagai berikut:  

1. Jumlah Industri Obat Tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat CPOTB, dengan 

target kumulatif 81 IOT pada tahun 2019,  

2. Jumlah industri kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan, dengan target 

kumulatif 205 industri kosmetika pada tahun 2019,  

3. Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan 

pangan, dengan target kumulatif 11% industri pangan olahan pada tahun 2019,  

4. Peningkatan indeks kesadaran masyarakat dengan target meningkat pada akhir 

2019 dibandingkan baseline 2016, dan  

5. Jumlah kerjasama yang diimplementasikan, dengan target kumulatif pada akhir 

2019 sebanyak 20 kerjasama.  

 

SASARAN STRATEGIS 3 

______________________  Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan Balai 

Besar POM di Makassar 

 

Sejalan dengan atutan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) 

seperti termuat dalam RPJMN 2015-2019, Balai Besar POM di Makassar berupaya untuk 

terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam 

rangka menciptakan birokrasi yang bertujuan melayani dan berkinerja tinggi sehingga 

menyebabkan kualitas pelayanan publik Balai Besar POM di Makassar akan meningkat.  

Pada tahun 2017, memasuki tahun ketiga periode Renstra 2015-2019, Balai Besar POM di 

Makassar berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian (Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah). Sumber daya meliputi 5 M (man, material, money, method, and 

machine) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas 

baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Balai Besar POM di Makassar untuk 

mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat 

mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada 
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akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk 

diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.  

Selain itu, untuk mendukung Sasaran Strategis 1 dan 2, perlu dilakukan penguatan 

kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM 

harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan 

penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) 

pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, 

penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai 

dengan (viii) pemberhentian.  

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, yang menjadi 

indikatornya adalah Nilai SAKIP Balai Besar POM di Makassar  berdasarkan Hasil penilaian 

dari tim APIP Inspektorat Badan POM, dengan target A pada tahun 2019.  

Adapun ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPOM periode 

2015-2019 sesuai dengan penjelasan di atas, adalah sebagai berikut : 
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Dari indikator kinerja tersebut di atas, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM 

di Makassar adalah :  

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat 

2. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat 

3. Persentase Kosmetika yang Memenuhi Syarat 

4. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat 

5. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat 

2.2 Perencanaan Kinerja Tahunan 

2.2.1 Rencana Kinerja Tahunan 

Dengan memperhatikan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan 

berpedoman pada Renstra, Kementerian Keuangan menyusun Rencana Kerja (Renja) yang 

memuat kebijakan,program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok serta kegiatan 

pendukung untuk mencapai sasaran hasil sesuai program induk. Renja dirinci menurut 

VISI MISI TUJUAN SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA 

Obat dan 
Makanan 
Aman 
Meningkatkan 
Kesehatan 
Masyarakat 
dan Daya 
Saing Bangsa 

Meningkatkan 
sistem 
pengawasan 
obat dan 
makanan 
berbasis 
resiko untuk 
melindungi 
masyarakat 

Meningkatnya 
jaminan 
produk obat 
dan makanan 
aman 

Menguatnya 
sistem 
pengawasan obat 
dan makanan 

Á Persentase Obat yang 
Memenuhi Syarat 
Á Persentase Obat 

Tradisional yang 
Memenuhi Syarat 
Á Persentase Kosmetika 

yang Memenuhi Syarat 
Á Persentase Suplemen 

Kesehatan yang 
Memenuhi Syarat 
Á Persentase Makanan 

yang Memenuhi Syarat 
Mendorong 
kemandirian 
pelaku usaha 
dalam 
memberikan 
jaminan 
keamanan 
obat dan 
makanan 
serta 
memperluas 
kemitraan 
dengan 
pemangku 
kepentingan 

Meningkatnya 
daya saing 
obat dan 
makanan di 
pasar lokal 
dan global 

Meningkatnya 
kemandirian 
pelaku usaha, 
kemitraan 
dengan 
pemangku 
kepentingan, dan 
partisipasi 
masyarakat 

Á Tingkat kepuasan 
masyarakat 
Á Jumlah 

Kabupaten/Kota yang 
memberikan komitmen 
untuk pelaksanaan 
pengawasan Obat dan 
Makanan dengan 
memberikan alokasi 
anggaran pelaksanaan 
regulasi Obat dan 
Makanan 

Meningkatkan 
kapasitas 
kelembagaan 
Balai Besar 
POM di 
Makassar 

 Meningkatkan 
Kualitas 
kapasitas 
kelembagaan 
Balai Besar POM 
di Makassar 

Nilai SAKIP Balai Besar 
POM di Makassar dari 
Badan POM 
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indikator output, sasaran keluaran pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, 

lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya. 

Berdasarkan RKP dan pagu anggaran serta Renja yang telah ditetapkan, Balai 

Besar POM di Makassar menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). RKA memuat 

informasi kinerja yang meliputi program, kegiatan dan sasaran kinerja, serta rincian 

anggaran antara lain : output, komponen input, jenis belanja dan kelompok belanja. 

Hal lain yang masih harus dilakukan oleh Balai Besar POM di Makassar dalam 

rangka pencapaian strategi  organisasi dan peningkatan  kinerja adalah penyusunan kontrak 

kinerja individu sampai dengan pelaksana berdasarkan tugas  fungsi serta IKU yang 

cascade dari atasan.  Kontrak kinerja untuk level organisasi di mulai sejak tahun 2015, 

sedangkan kontrak kinerja untuk semua pegawai BBPOM di Makassar dimulai pada tahun 

2014 hanya pada tataran pada  tugas  fungsi namun belum sesuai dengan IKU level unit  

organisasi atau IKU yang cascade. 

Penyusunan dokumen Renja oleh Badan POM, RKA oleh BBPOM di Makassar dan 

kontrak kerja telah melalui tahapan konsultasi dan koordinasi dengan Biro Perencanaan dan 

Keuangan Badan POM. Sinergitas yang telah dilakukan ini diharapkan dapat menghasilkan 

dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang terintegrasi dengan 

strategi organisasi dan juga sekaligus mempunyai indikator kinerja selaras pada semua 

dokumen . 

 

 

2.2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang 

akan dicapai dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya 

yang dikelolanya, antara Kepala Balai Besar POM di Makassar sebagai penerima amanah 

dengan Kepala Badan POM RI sebagai pemberi amanah.  

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka 

BBPOM di Makassar sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja untuk 

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Perjanjian Kinerja 

BBPOM di Makassar Tahun 2017 merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra BBPOM di 

Makassar Tahun 2015-2019 (dapat dilihat pada lampiran 2). Selain itu, tujuan dari Perjanjian 

Kinerja ini adalah menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 

sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; 

sebagai dasar pemberian reward (penghargaan) dan punishment (sanksi) dan sebagai 

dasar penetapan sasaran kinerja pegawai. 
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